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b.

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARA-T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2O2A

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN KEO LAH RAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap warga
negaranya untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan salah satunya melalui
kegiatan keolahragaan dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

bahwa penyelenggaraan keolahragaan Daerah yang bersifat
menyeluruh dan komprehensif harus terintegrasi dengan
kebijakan nasional sehingga rnampu rnenjannin pernerataan
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi pemerintah
daerah dan masyarakat unhlk berperan serta dalam
keolahragaan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah
mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,
mengembangkan, melaksanakan dan mengau'asi
penyelenggaraan keolahragaan di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hururf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkar
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahra gaaii:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu:-^.:
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun i950 ie:r:a::i
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Da-a=
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Repubii<
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten
Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

d.
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3.

4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keoiahragaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembd.ran Negara Republik Indonesia- Nomor 4 53 5) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Pe,rubahan Kedua atas Undang-
Undan$ Nomor 23 Tahun "2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa9Q;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7O2);

Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun 2OOT tentang Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonror a7O3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AO7 tentang Pendanaan Olahraga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7Oal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KEOLAHRAGAAN.

BAts I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 'u.rusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Penvakilan Ralryat Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan

5.

6.

7.

TENTANG PENYELENGGARL4.\
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7. Pelaku olahraga adalah setiap orarlg dan/atau kelompok orang yang
terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi
pengoiahraga, pembina olahraga, dan tenaga keoiahragaan.

8. Pernbina olahraga adalah orang yang m.emiliki minat dan pengetahuan,
kepemimpinan, kemampuan manaj erial, dan/atau pendanaan yang
didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan
olahraga.

9. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga
berkewargair"egaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1O. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kuatifikasi dan
sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

11. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara
teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

12. Olahragawan propesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk
rnernperoleh pendapatan dalarn bentuk uang atau bentuk lain yang
didasarkan atas kemahiran berolahraga.

13. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan
pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh
dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran
berolahraga.

14. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir
ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

15. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan
dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar
daerah, dan/atau antar negara.

16. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan
kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.

17. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan ]-ang
digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelengg.r"rr-,
keolahragaan.

18. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang diguna,<a::
untuk kegiatan olahraga.

19. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau peiayanan unruk kemudanal:
dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

2O. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga ]'a:lg
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan saru cabang, je:::s
olahraga atau gabungan organisasi cabang oiahraga dari saru jeni.s
olahraga yang merupakalr anggota federasi cabang olahraga internasiona-i
yang bersangkutan.

21. Induk organisasi olahraga fungsional adatah organisasi oiahraga yang
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih
cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan
fungsi pengolahraga atau olahragawan.

22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan Pera turan Pen rnr{anp-r rn r{anoan
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23. Penghargaan Olahraga adalah Pengakuan aths prestasi di bidang olahraga
yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

24. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan l-ang
disingkat BSANK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah da-lam
rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar
nasional keolahragaan.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan ur.usan pemerintahan di
bidang keolahragaan.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 2

(1) Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan
olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka
menyadarkan, mernahami, dan menghayati manfaat olahraga,
membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat,
serta menguasai gerak dasar olahraga.

(2) Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan
sisternatis untuk memahanni, mendeteksi, dan menemukan surnber potensi
bibit olahragawan berbakat.

(3) Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit
olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan
identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau
pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

(a) Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan
bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan
b e rkelanj ute.n untuk rnenghasilkan olahragawan berpote n si.

Pasa1 3

Pembinaan dan pengembangan bag, olahragawan muda berpote::s:
dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembanga::.
serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud Pasa.., :
ayat (4).

Pasal 4

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga
melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara ak[if, baik ]'ang
dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran
atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat
sebagairnana dirnaksud ayat (1-) melaksanaka.n kegiatan keolahragaan yarlg
antara lain berkaitan dengan :

a. organisasi keolahragaan;

b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
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d. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;

e. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat
olahragawan;

f. peningkatan prestasi;

g. penyediaan tenaga keolahragaan;

h. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;

i. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;

j. penyediaan informasi keolahragaan;

k. pemberian penghargaan;

1. industri olahraga; dan

m. pendanaan.

(3) Pembinaan dan pengem.bangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan
keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan,
klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

(4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga,
perk'umpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat
membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta
wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan
sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan,
kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

(2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan
pengembangarl oiahraga sebagaimana dimaksud ayat (1):

a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk
kegiatan olahraga; dan/atau

b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.

(3) Pembinaar dal pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat diarahkal untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah
dan nasional.

Bagian Kedua

Pernbinaan dan Pengernbangan Olahraga Pendidikan

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk
memperoleh pengetahllan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan
kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olalrraga pendidikan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan
berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler.
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Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung
jawab Perangkat Daerah

(2) Tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan
pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan
klub'/ perkurnpulan/ sasana/ sanggar olahraga;

b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;

c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;

d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga
pelqfar;

e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga
mahasiswa;

f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
olahraga pendidikan; dan

g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik pada tingkat
daerah.

(3) Tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengembangan kurikulum;
b. penyediaar prasarana dan sarana olahraga;

c. pembinaan guru olahraga, tutor olahraga, dan dosen olahraga;

d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;

e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas oiahraga;

f. pengembangan sekolah khusr.rs olahragawan;

g. pengeimbangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan

h. penyelenggaraan perlombaan/pertand.ingan dan festival olahraga antar
satuan pendidikan.

(4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (21 dan ayat (3),
Perangkat Daerah dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan
pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat
(3), dan ayat (41, Perangkat Daerah saling berkoordinasi untuk mencapai
t-ujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.

(6) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan
yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dilaksanakan secara
koordinatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengembangcrn olahraga pendidikan pada satuan
pendidikan dilakukan oleh guru olahraga atau tutor olahraga yang
berkualilikasi dan berkompetensi.'
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(2t

(1)

(2)

(3)

(1)

(2t

(3)

Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing
olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dah induk organisasi cabang
oiahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 9

Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha
untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan
olahraga serta sekolah olahraga.

Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan
penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang
dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana
dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan
pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 1O

(1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi di tingkat
daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya
diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya seeara khusus.

(2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi
tingkat daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk
mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan.
kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.

Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembinaan da:l
pengembangan olahraga rekreasi diarahkan unluk mengal.
mengembangkan, melestarikan, serta memalfaatkan oiahraga tradisioi:a,
yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jari-ab
Perangkat Daerah.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) Perangkat Daerah
dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga
rekreasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (21, ayat
(3), dan ayat (41 Perangkat Daerah harus saling berkoordinasi untuk
mencapai tujtran penyelenggaraan olahraga rekreaei.

(1)

(21

(4)
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Pasal 13

(1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana
dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah
masing-masing.

(2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar
olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

(3) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi
tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

(4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan
perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Pernbinaan dan Pengernbangan Olahraga Prestasi

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertuiuan untuk
meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan daiam rangka
meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan
dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan
bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jau,ab
induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat
daerah yang bertanggungiawab kepada Perangkat Daerah.

(2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga rinqka:
daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam memenuhi tangg"r::e
jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan cajl
pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpul.a::
olahraga, pengembangan sentra pembinaan oiahraga, dan penvelen gga:aa:l
kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.ciilal<..r<a::
melalui pernberian fasilitas, pendampingan program danlatau ba:rtua:l
pendanaan.

(3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragau'an
sebagaimana dimaksud ayat (21, induk organisasi cabang olah raga, dan
organisasi cabang olah raga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

(4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana
dimaksud ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan
penataran secara berj enjang dan berkelanjutan.

(5) Pemberian fasilitas,pendampingan program dan latau bantuan pendanaan
ditujukan untuk :

a. penyelenggaraan kompetisi;
b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
c. penyediaan fasilitas sarar.a olahraga; dan/atau
d- neninrrkatan rnrrtrr orgenisasi
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Bagian Kelima -

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab
Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga
yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai
dengan Pasal 15.

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan
diarahkan untuk terciptarrya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan
peningkatan pendapatan.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk
organisasi olahraga fungsional, dan / atau organisasi olahraga profe sional.

(3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan
kepada indtrk organisasi cabang olahraga, ind.uk organisasi olahraga
fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya
prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan
sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan
pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (i)
Perangkat Daerah dibantu oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembarrgan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandalg cacat bertu_'ua::
untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebaga:::a::a
dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penata-ran. pelarihar. car:
kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegia:a:-
penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi oiahraga penr-ancla:rg
cacat pada tingkat daerah.

Pemerintah daerah dan/atau organisasi oiahraga penyandang cacat yang
ada dalam masyarakat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan
olahraga penyan"dang eaeat di daerah.

Pasal 2O

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan
oleh organisasi olahraga penyandang cacat di daerah.

Organisasi olahraga penyandang cacat di daerah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah
dan keikutsertaan dalam oekan dan keiuaraafi olahrasa nenvandarrs cacat

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)
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(3)

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat
diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat
yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan
penyandang cacat.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat
diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan
olahraga prestasi.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup
olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (21 diarahkan untuk
terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi
peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan, Can kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri,
kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada iingkup
olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk
meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan
rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup
oiahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk
meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat di tingkat daerah.

Pasal 22

Pernbinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung
jawab Perangkat Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN KEO LAHRAGAAN

(4)

(5)

Pen gelolaan penyelenggaraan
Perangkat Daerah.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

keolahragaan daerah merupakan tanggung j ax-a :

Pasal 24

Dalam kedudukannya sebagai penanggung j awab pengelolaan pen-velenggaraan
keolahragaan daerah, Perangkat Daerah melakukan pengelolaan :

a. perencanaan keolahragaan;
b. organisasi keolahragaan;
c. pendanaan; dan
d. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Perencanaan keolahragaan
Perangkat Daerah.

Pasal 25

tingkat daerah disusun oleh Bupati melalui(1)
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(2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana "dimaksud ayat (1) meliputi
rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional
keolahragaan daerah.

(3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
antara lain meliputi tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan,
program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan,
serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan
1oka1,

(4) Rencana operasional keolahragaarl daerah sebagaimana dimaksud ayat (2\

dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Ketiga

O rganisasi Keolahragaalr.

Pasal 26

Organisasi keolahragaan berbentuk badan hukum yang pendiriannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal2T

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 26 dapat
mendirikan organisasi cabang olahraga tingkat daerah sesuai anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Organisasi cabang olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang
olahraga yang berbadan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pembentukan mengenai
organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan hubungan organisatorisnya
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk
organisasi.

Pasal 28

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayar (l)
mempunyai tugas:

a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat
daerah;

b. merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program
pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;

c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya
kepada Bupati melaui Perangkat Daerah;

d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;

e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;

f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;

g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

h. melaksanakan kerja sanla dengan pelaku industri olahraga; dan

i. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.

(2) Dalam melaksalakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), induk
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a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan komite olahraga daerah;

b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara
berj enjang dan berkelanjutan;

c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
d. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah;

e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
f. melaporkan pelaksanaar kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah

kepada komite olahraga daerah dan Bupati secara berkala;
g. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti pekan olahraga daerah;

h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap
penyalahgunaan doping dalam olahraga;

i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi
olahragawan profesional;

j. menkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi
cabang olahraga tingkat daerah;

k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan
pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang
olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional
tertentu;

1. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat
daerah;

m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas; dan

n. pertanggungjawaban dana program dan sasaran dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Induk organisasi olahraga fungsional dapat mendirikan organisasi olahraga
fungsional daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Organisasi olahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga
fungsional yang berbadan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisas:
sebagaimana dimaksud ayat (21 dan hubungan organisatorisnr-a Ca:::
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 30

(1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud Pasa-l 29 a,.-e--
(1) menkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarican
ke a}:lian I profesi / j eni s kelam in I keterbatas an tertentu .

(2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud Pasa-l 29 ayat
(1) mempunyai tugas:

a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat
daerah;

b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam
pembinaan dan pengembangan olahraga;
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c. menghimpun dana bagr pengelolaan cdbang olahraga sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang- undangan; 

.

d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;

e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;

f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;

g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;

h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;

i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga
fungsional daerah;

j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di
daerah; dan

k. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga
fungsional tingkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), induk
organisasi olahraga fungsional wajib :

a. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah
Daerah, dan komite olahraga nasional;

b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara
berjenjang dan berkelaljutan untuk induk organisasi olahraga
fungsional tertentu;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Pemerintah
Daerah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraar olahraga wilayah
untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;

e. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk
induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhacia:
penyalahgunaan doping dalam olahraga;

g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk me:r'a:-
olahragawan profesional;

h. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan orgari-s:
olahraga fungsional tingkat daerah;

i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan ia::
pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi oiahraga
fungsional yang membina dan mengembalgkan olahraga profesional
tertentu;

j. mengembangkan kerja sarna antar organisasi olahraga fungsional
tingkat daerah; dan

k. mengelola dana sesuai program dan sasa.rannya menurut prinsip
transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3 1

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan
kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional wajib bekerjasama
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a.

b.

c.

pemantauan, pemanduan, dan pengembangdn bakat olahraga di daerah;
peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar
kecabangan olahraga; dan
peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah.

Pasal 32

Komite olahraga daerah mempunyai tugas:

a. mengusulkan kepada bupati rencana dan program daerah mengenai
pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat
daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah dalam rangka
pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;

c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan
kegiatan pekan olahraga daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 33

Pengurus komite olahraga daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan
kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi
pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan
pengelolaan keolahragaan.

Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang memegang suatu
jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan
organisasi negara atau pemerintahan, antara 1ain, jabatan eselon di
departemen, lembaga pemerintahan nondepartemen dan/atau organisasi
perangkat daerah.

Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilara:rg memegang suaru
jabatan publik yang diperoleh rnelalui suatu proses -pemil,nan iLgsung
oleh raky:at atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Ralcrat Daerah.

BAB IV
PEKAN DAN KF^IUARAAN OLAHRAGA

Bagia1r Kesatu

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 34

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi pekan olahraga
daerah dan kejuaraan olahraga daerah.

Pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga
atau organisasi olahraga fungsional.

Pasal 35

Pekan olahraga daerah diselenggarakan secara periodik dan
berkesinambungan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memberdayakan Deran serta masvarakat dalarn herhaoai sektnr. den

(1)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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d. memperkuat persatuan dan kesatuan banlsa.
(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jrrmlah peserta, dan jumlah

cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah
sebagaimana dimaksud ayat (U ditetapkan dalam musyawarah komite
olahraga daerah.

Pasal 36
(1) Penyelenggaraan pekan olahraga daerah menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah.

(2) Pelaksarlaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga daerah.

(3) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan
olahraga daerah menetapkan tempat penyelenggaraan
memperhatikan:

a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
b. ketersediaan prasarara dan sarana;

c. dukungan masyarakat setempat;

pekan
dengan

d' pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat
penyelenggaraan; dan

e. usulan dari komite olahraga daerah.

Bagian Kedua
Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah

Pasal 37
(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan

olahraga pelajar daerah.

(21 Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
a. pekan olahraga pelajar tingkat daerah; dan
b. pekan olahraga pesantren tingkat daerah.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat
(2), pemerintah daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan
melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelqj ar.

(4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3)
berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk meneiapkan
jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketenluan
kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 38
Pemerintah daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga
pelajar daerah, pekan olahraga mahasiswa dan pekan olahraga pesantren
daerah daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperiatikan:
a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;

d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga
penyelenggaraan; dan

calon tempat
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e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar.

Bagian Ketiga

Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 39

Kejuaraan olahraga daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memassalkan olahraga;
d. memberikan pengalaman bertanding; dan
e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 40

(1) Kejuaraan olahraga tingkat daerah diikuti oleh peserta yang mewakili
kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagairnana dimaksud ayat
(1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, YanB meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;

b. pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;

c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar
pelayanan minimum;

f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan
keolahragaan; dan

g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di
daerah.

(3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan
olahraga dabrah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan olahraga tingkat daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa
penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang
olahraga ya:rg bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan
jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraafl cabang
olahraga yang bersangkutan.

(3) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki
persyaratan paling sedikit :

a. profesional;
b. berdedikasi tinggi bagi pengennbangan olahraga; dan
c. bertanggungjawab.



., , l

t7

Bagianl(eelnpat

Pasal 42

Dalam penyelenggaraarl pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga
daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

a. status olahragawan;

b. persyaratan mutasi olahragawan;

c. batasan usia;

d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap induk organisasi cabang
olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan

e. larangan perbuatan curang dalarn olahraga.

Pasal 43

(1) Dalam setiap pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah,
peserta dilarang untuk menggunakan doping daiam bentuk apapun sesuai
dengan ketentuan anti doping.

(2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti
doping daerah yang berafiliasi dengan lembaga anti doping nasional.

(3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2\ mencakup
kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan
sampel.

(4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum
dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga daerah atau kejuaraan
olahraga daerah.

(5) Sampel sebagaimana dimaksud ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oien
iaboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti ciop:::g
nasional..

(6) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) yang melanggar ketenrua.n a::-
doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga ]-ang
bersangkutan.

BAB V
PELAKU OLAHRAGA

Bngian Kesatu

0lahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 44

(i) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi
kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;

b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang
oiahraga yang diminati;

c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui
seleksi atau kompetisi;

A mam^o-^Iol. l-o*r'.{^1-^- ;-;- .{^*: ;--+^--.1 "*+"1- *^-^:l-,+; 1-^^:^+^^
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(2)

e. beralih status menjadi olahragawan profelsional.

Alih status olahragawan amatir menjadi .olahragawan profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang
olahraga atau federasi olahraga internasional;

b. daiam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan
dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;

c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
d. pernah mewakili Indonesia daiam Olimpiade, Pekan Olahraga

Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional
Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga
tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara
tingkat provinsi;

e. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.

Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib
mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.

Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana
dimaksud ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang
melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan olahraga profesional.

Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan
amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang
olahraga bersangkutan.

Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan oiahraga
mempunyai hak untuk:
a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, danlarau

ahli hukum;
b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan:

c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk orsar:sas.
cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau orga:::sas-
olahraga fungsional; dan

d. mendapatkan pendapatan yang layak.

Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga rei-iel:*
sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesiora-.

(8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, oiahragawan profesional harus
membuat perjanjian berupa kontrak kerja.

(9) Pe{anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meiiputi:

a. hak dan kewajiban para pihak;
b. adanya kesepakatan;
c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
d. masa berlaku perjanjian;
e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

(3)

(4)

(s)

(6)

(71
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Bagian Kedua '

Perpindahan Olahragawan Daerah

Pasal 45

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan di daerah,
dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan daerah antar perkumpuian/
klub, antar daerah, dan antar negara.

(2) Olahragawan yang berpindah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga,
ketentuan federasi olahraga internasional, dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi
olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub
bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1),
organisasi cabang olahraga tingkat daerah dapat mengatur tentang
kompensasi perpindahan.

Pasal 46

Perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/kiub sebagaimana
dimaksud Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub daiam satu
daerah harus memperoleh tzin tertulis dari perkumpulan/klub;

b. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/kiub antar daerah
harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang
olahraga tingkat daerah, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan
pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;

c. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar negara
harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang
olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi caba-r:g
olahraga; dan

d. memenuhi ketentuan dari pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuaj
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Perpindahan olahragawan daerah antar daerah sebagaimana dimaksud Pasa-1

45 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga
di daerah;

b. memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah organisasi cabang olahraga;

c. memperoleh uin tert:ulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga;
dan

d. memperoieh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.
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Pasal 48

Olahragawan daerah yang pindah darr tinggal di negara lain serta
bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama
negara selain negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus
mend.apat izin dari Pemerintah.

Induk organisasi cabang olahraga daerah wajib melaporkan perpindahan
olahragawan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.

Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat
(1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib
memenuhinya.

Pasal 49

Perpindahan olahragawan daerah antar negara sebagaimana dimaksud Pasal
47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memperoleh win dari klub atau perkumpulan cabang olahraga di daerah;

b. memperoleh izin dari penglrrus daerah dan provinsi organisasi cabang
olahraga;

c. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang oiahraga; dan

d. memenuhi ketentuan pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 50

(1) Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan.
pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan., dan pengawasan prasarana
olahraga.

(2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga ses-:a:
dengan standar dan kebutuhan pemerintah daerah.

(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperha:i<a::
potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi ju:nta: :a:-
standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan berkeu'ajiban
menyediakan prasarana olahraga dengan standar dan kebutuhan ]-ang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(6) Badan usaha yang bergerak daiam bidang pembangunan perumahan dan
permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai
fasilitas umllm dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh
Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah
sebagai aset/ milik pemerintah daerah setempat.

(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana
olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah daerah tanpa izin atau
persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(8) Ketentuan mengenai tata cara penetapan pra$arana olahraga sebagaimana
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Pasal 51

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai
dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga
internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undan gan, untuk mendukung penyelenggaraan ke olahragaan.

(2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk
memproduksi sarana oiahraga dengan standar mutu internasional.

Pasal 52

(1) Produksi sarana olahraga di daerah wajib memenuhi standar sarana
olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi standar
teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.

(3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh iembaga
mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(a) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana
dimaksud ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.

(5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan,
dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pasal 53

Pelaku usaha di daerah dalam memproduksi, memperjualbelikan, atau
menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan
maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 54

(1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan rne-a-*-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain r-ang sar.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupa:r
dan berkelanjutan sesuai dert-$an prioritas rencana pembang;::a::
keoiahragaan daerah.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 55

Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari
atau Sumber Pendanaan yang sah.

Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
a. kegiatan sponsorship keolahragaan;

b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;

c. penggalangan dana;
al kornnr.nsqsi alih stqtrrq rlqn franqfer nlahradqrr/an-

(1)

(2)
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e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;

f. kerja sama yang saling menguntungkan;
g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan "

h. sumber lain yang sah berdasarkan kltentuan Peratura:r Perundang-
undangan.

(3) Selain sumber sebagaimana dimaksud ayat (2) pendanaan keolahragaan
dapat juga bersumber dari industri olahraga yang rneliputi antara lain dari:

a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
b. penyewaan prasarana olahraga;
c. jual beli produk sarana olahraga;
d. sport labelling;
e. iklan;
f. hak siar olahraga;
g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
h. keagenan; dan
i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

(4) Ketentuan mengenai sumber pendanaan dari masyarakat dan industri
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Alokasi Pendanaan

Pasal 56

(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal
55 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang
meliputi:

a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
b. pembinaan dan pengembangarl olahraga;
c. pengelolaan keolahragaan;
d. pekari dan kejuaraan olahraga;
e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g. pengembangarl ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
h. pemberdayaan peran serta rnasyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
i. pengembang€ul kerja sama dan informasi keolahragaan;
j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
1. pencegahan dan pengawasan doping;
m. pemberian penghargaan;
n. pelaksanaan pengawasan; dan
o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

(2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagran Ketiga

Pertan ggun gj ar,traban Pen d an aan

Pasal 57

Penggunaan dana keolahragaan daerah wajib dipertanggungiawabkan secara
periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah dipertanggung jawabkan
menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan daerah dan pendanaan
penyelenggaraan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dan Pasal 56 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

ranggung Jawab ,":::::j;:::*, dan Masyarakat

Pasal 60

Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara
terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional di
daerah.

Pasa] 61

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara
terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan
memperhatikan persyaratan yang mencakup:
a. adanya rencarra induk penelitian dan pengembangan;

b. merupakan bagian dari agenda program utama nasional riset dan
teknologi;

c. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait d.a::
lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoios::
dan/atau

d. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan peneliria:: :a:--
pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasa1 62
(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarar<a::

untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam b:ca::g
keolahragaan.

(2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggarnbarkan,
memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan
susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melaiui pendekatan
multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.

(3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas
pembinaan dan pengemban gErrl olahraga.

Pasal 63

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan daerah secara
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a. pen]rusunan rencana dan program daerah pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

b. pengkajian, penelitian, dan pengembalrgan;

c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

d. alih teknologi keolahragaan;

e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;

f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
g. analisis. dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 64

(1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan pemerintah daerah memfasilitasi:

a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga
penelitian atau pengkajian;

b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian
keolahragaan;

c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan

d. pemberdayaall pusat-pusat penelitian dan pengembang€Ln ilmu
pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(2) Fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa
bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan
informasi.

Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan

Pasal 65

(1) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan.

(2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keoiahragaan yang dibentuk oleh pemerintah. daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah
koordinasi Menteri.

Pasal 66

(1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah mempunyai tugas:

a. menJrusun rencaRa strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis
nasional;

b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi keolahragaan di daerah;

c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
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e. melakukan diseminasi dan
pengembangan;

sosiali'sasi hasil penelitian dan

f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi keolahragaan;

g. melakukan analisis dan evaluasi prograrn dan dampak penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan

h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan
kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f , lembaga penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan
kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 67

Lembaga peneiitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan
secara mandiri memiliki:

a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
b. tenaga teknis;
c. sumber pendanaan;
d. sarana dan prasarana; dan
e. rencana dan program penelitian.

Pasal 68

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan dapat saling bekerjasama, bekerjasama dengan lembaga
penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di
dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuai
Peraturan Perundang-undangan. ]:]

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan

Pasal 69

(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologr, sosialisasi,
pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar iembaga penelitian dan lembaga
pendidikan tinggi.

(2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan
untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

(3) Pengka.jian ilmu pengetahuan dan teknologi keoiahragaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk mengernbangkan prototipe, rancang
bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu
penyelenggaraan keolahragaan nasional di daerah.

(4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan mempercepat
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui
penyesuaian dengan budaya d.aerah untuk meningkatkan kualitas
.rrcrrrrel cn ctctl-f Q ^t1 lrenl a h ra cra a n rr a einn a 1 r{ i r{ a pra 1r
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(5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksuil ayat (1) diarahka:: *r-:-:-
pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hu:';:e=:
antar pemangku kepentingan dalam rangka 'memajukan keolahraga;-:
nasional di daerah

(6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan L:ig$
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk pertukaran inforrnas:.
pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatar
kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologr
keolahrdgaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 70

Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan
teknologi keolahragaan di daerah, melalui media yang mudah diakses oieh
masyarakat.

Pasal 71

Sosialiasi sebagaimana dimaksud Pasal 7A ditujukan untuk
penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.

Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang
bersifat terapan sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan dalam rangka
meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga.

Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari
negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan
dengan budaya daerah.

BAB IX

PENGHARGAAN

PasaL 72

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintahi s\\-as:a.
dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam 6spa"iuka::
olahraga diberi penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Fler::e-:::a:-
daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasisq'a, aslLransi.
pekerjaan, 'kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, rr-arga
kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan
lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan
pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)

(2t

(3)

(1)

(2t

(3)

(4)
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BAB X

PENGAWASAN KEOL\HRAG,A,AN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 73

(1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan pada
tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengawhsan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 74

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin
agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meiiputi:
a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
c. pengeiolaan keolahragaan;
d. kejuaraan dan pekan olahraga;
e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g. pendanaan keolahragaan;
h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
j. pengembangarl kerja sarna dan informasi keolahragaan;
k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
1. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
n. pemberian penghargaan; dan
o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 76

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pengendalian internal,
koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasa1,77

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 76 meliputi :

a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi,
dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil,
perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara
kegiatan keolahragaan;

b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas
sektoral, dan instansional multi sektoral;

c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan
transparansi;
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d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, |engkajian, danf atau penilaian
informasi mengenai permasalahan dalarn penyelenggaraan keoiahragaan;
dan

e. evaluasi dilakukan melalui penilaian
keolahragaan.

kinerja penyelenggaraan

Bagian Ketiga

Pengawasan Masyarakat

Pasal 78

(1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung
jawab kepada organisasi keolahragaan dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

Dalam rangka efektivitas pengawasan, Bupati dapat mengenakan sanksi
administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan
pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keoiahragaan,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal B0 dilakukan
hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1),
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3O ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat
(1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1),
Pasal 44 ayat (3), ayat {7l., ayat (8) dan ayat (9), Pasai 45 ayat (2), Pasal 46
ayat (1), dan Pasal 53.

(2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. peringatan;

b. teguran tertulis;
c. pembekuxt izin sementara;

d. pencabutan izin;
e. pengura.ngan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan;

dan/atau
f. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan:
a. organisasi keolahragaarl yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan

penyesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 27; dart
b. standardisasi, akreditasi, dan sertifrkasi keolahragaan, sesuai dengan
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP -

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan Pe.ratrrran Daerah ini harus ditetapkan dalam r*-akru
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diberlakukan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Ma-ret 2O2O

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

gkan di Cianjur
23 Maret 2O2O

DAERAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O2O NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVTNST JAWA BARAT I l35l2O2O
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEO LAHRAGAAN

I. UMUM

Pembangunan dibidang keolahragaan merupakan upaya peningkatan
kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmnr, sejahtera, dan
demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat
menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan
kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen olahraga yang mampu
menghadapi tantangan serta tuntutan pembahan kehidupan regional dan
nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud masyarakat dapat melakukan pembinaan
dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan
keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atau
dorongan Pemerintah Daerah, maupLu:r atas kesadaran
atau prakarsa mandiri.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud olahraga pendidikan adalah pendidikan
jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian
proses pendidikan yang teratur dan berkalnjutan untuk
memperoleh pengetahrlan, kepribadian, keterampiian,
kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jela

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 1O Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) Yang dimaksud olahraga rekreasi adalah olahraga yang
dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan
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dengan kondisi dan nilai birdaya masyarakat setempat
untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 Cukr-rp jelas

Pasal 13 Cukupjelas
Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud olahraga prestasi adalah olahraga yang

membina dan rnengembangkan olahragawan secara
terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui
kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan
ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cul<rtp jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 27 CuL<ttp jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jeias

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasai 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jeias

Pasai 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Crrkrrn ielas



Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 54 Cukup jelas

Pasa1 55 Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 6i Cukup jelas

Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72 CUL<ttp jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

Pasal 81 Cukup jelas
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Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9
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